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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOI(

KEPUTUSAI{ KOiIIIfl PEMILIHAN UMUII,I

KOTA DEPOK

llomor: 07 /Kpts/R./KPU-Kob-o11.329181/ 2010

TEITTANG

TATA CARA PEMI.,TAIOIIRAN DATA DAII DAFTAR PEMILIH DATAM PEMILIHAI{ UII.IUM
WAUKOTA DA]I WAKIL WALIKOTA DEFOK TAHUN 2O1O

KOMISI PEI'{ILIHAil UMUM KOTA DEPO(

bahwa s€suai ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedornan Tata Cara Pemutakhirdn Data
dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, KPU Kob Depok untuk keperluan Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota Depok menetapkan doman teknis tentang tata cara
pemutakhiran data dan daftar pemilah dalam Pemilu Walikota dan Wakil
Walikota Depok Tahun 2010;

aIrlenimbang

Hengingat

2

b. bahwa berdasa*an hal tersebut sebagairnana dimaksud pada huruf
aperlurnenetapkanTatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Umum Walikota dan wakil walikota Depok Tahun 2010 dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

1. Undang-Undang NonEr 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadfa
Daerah T'ingkat II Depok dan Kotarnadya Daerah Tingkat II Cilegon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nofipr 3828);

Undang-Undang Norypr 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeGturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repuuik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang NonEr 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah
sebagairnana telah diubah tenkhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48'+4);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihanumum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nonpr 59, Tambahan Lembaran Negara Repuuik Indonesia NonDr 4721);

5. Undang-Undang Nonor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia tlomor 4801);

6. Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor
49 Tahun 2@8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor
92, Tambahan Lembaran Negara Repuuik Indonesia Nomor 4865);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2@8 tenbng Kode
Etik Penyelenggard Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonpr 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihann Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

SALIl{Ail
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Perah.rran Komisi Pemilihan Umum Nofipr 21 Tahun 2008 dan Peraturan

Kombi Pemilihan Umum Nonpr 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O4 Tahun 2009 tentang Tata

Naskah Dinas l(omisi Pemilihan Umum sebagairnana elah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 43 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Peraturan l(ombi Pemilihan Umum Nornor O{ tentang

l,laskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum l'l'o. 63 Tahun 2009 Eltang Pedornan

Tata Kerja Komisi Pemlihan Umum Prwinsi, Komisi Pemilihan Umum

lGbupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan kebmpok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 67 Tahun 2009 tentang Tata

Cara Pemutak liran Data dan Daflar Pemilih Dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Berita Arara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum l(oh Depok tanggal 02 Mei

2010

MEIIIUTUSKAil:

Tata cara Pemutakhiran Data dan Daflar Pemilih Dalam Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, sebagaitnana terlampir dalam

Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 02 Mei 2010

KOMISI PEMILIHAI{ UMUM
KOTA DEPOK

Ketua,

Salinan sesuai dqEn aslinya
SEI(RETARIAT XPU KOTA DEPOK

KeDala Sub Bagaan Hukum,

NrP 1964U28 198603 1 002

TU

MUHAMMAD HASAN
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I.A}IPIRAI{ IGPUTUS|A}I KOilIsI PEIIILIHAN UMU]'I KOTA DEPIOK

Nomor : 07 /Kpts/R/XPU-Kola-011.32918U2010

Tangga!: 02 Mei 2O1O

TENTANG

TATAGARAPEMuTAX}IIRANDATADANDAFTARPEIIILIHmI.,AHPEi|IuHAIIUriu}l
WALIKOTA DAII WAXIL WALIKOTA DEPOKTAHUN 2O1O

Datam Kepuhrsan ini Yang dimaksud dengan:

1. pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilukada adalah

pemilu untuk memilih walikota dan wakil walikota Depok s€cara langsung dalam wihyah Kota Depok

uerdasarton Pancasila dan undang-undang Dasar NelEra Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Dev{an Perwakilan Rakrat Daerah Kota Depok sdaniuhya disebut DPRD Kota Depok adalah lembaga

penrrakilan rakyat daerah sebagai unsur penydenggara pernerintahan daerah;

3. Komisi Pemilihan umumKota Depok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan- 
ierompor penyelenggara Pemungutan Suara, sdanjutnya berturut-turut disebut KPU Kota g6pok PPK

PPS, dAN KPPS;

4. pemilih adalah warga Negara Republik Indonesia (wNRI) yang pada hari dan_ta_nggal pemungutan

suara pemilu Walik;ta dan wakil 
'Walikota 

Depok Tahun 2010 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun

atau lebih yang dibuKikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pemah kawin;

5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selaniutnya disebut PPDP adalah petugas yang nEmbantu PPS

dalam pemutakhiran data pemilih; dan

6. Tempat PemunguEn Suara, selanjutnya disebut TPS.

U. Hak Pilih Dalam Penrilu watikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Untuk dapat nEnggunakan hak nEmilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun

2010, Warga Negic Republik Indonesia harus Grdaftar sebagai pemilih dengan memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. nyata-nyata Udak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah nEmpunyai

kekuatan hukum tetap; dan

c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kunngnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar
pemilih sernentac yang dibuktikan dengan l(artu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari

Lurah.

2. Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang tdah terdaftar dalam daflar pemilih dan temyata

tidak rnemenuhi syact sebagai pemilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

3. pemilih yang telah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih diberikan tanda buktj pendaftaran

untuk ditukarkan dengan kartu pemilih;

4. Seocng pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dahm daftar pemilih di daerah pemilihan;

5. Apabila seordng pemilih mempunyai letih dari I (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus

nEnentukan safu diantaranya yang alanlatnya s€suai dengan alamat yang tertera dalam tanda

identitas kependudukan (KfP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam

dafur Pemilih;

III. Data Pernilih Dalam pemilu Walikffi dan wakil walikota Depok Tahun 2Ol0

1. Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daflar pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil

Walikota Depok Tahun 2010 berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah

kepada KPU Kota Depok dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir;

2. KpU Kota Depok paling lambat 7 (tujuh) bulan sebdum hari pemungutan suara rnemberitahukan

kepada Pernerintah Daerah Kob Depok untuk rnenyampaikan data kependudukan yang akan

digunakan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan terinci untuk tiap
kelurahan;

3. Data kependudukan untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah Data

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, rneliputi:



a. Nornor Pemilih;
b. Nann lengkaP;
c. Tempavta nggal lahir (umur);
d. Jenis Kelamin;
e. Status p€rkawinan;
f. Alamat tempat tinqgal;dan
g. Jenis cacat )ang disandang.

4. sebelum penyeEhan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari PerneriJttal Daerah Kota' 
o"p.t Gp"Oi rru Kota Depok, terlebih dahulu dilakukan 

_ 

koordinasi antara Penrerintah Daerah lGta

oeporoenganKPUKotaDepokberkenaandenganpemutakhirandanvalidasidatapemilih;

5. penyerahan DP4 dan data pemilih oleh Pemerintah Daerah Kota Depok kepada KPU Kob Depo&- hil; dituangkan dalam berib acara serah terirna dan disertai dengan penyerahan cetakan

(hadag4 dat data elektonik (sor?rDPr;

6. penyerdhan DP4 dilalGanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebdum hari dan tanggal pemungutan

sualtl;

7. KPU Kota Depok paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah

selesai rnenyusun daftar pemilih sementaE (DPS) berdasarkan DP4;

g. KpU Kota Depok rnembuat Daflar Pemilih Sernentara (DPS) sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun

tetangga daniatau rukun warga fang disampaikan kepada PPS melalui PP& dergan kebntuan:

a. I (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPs pada tempat-Empat yang mudah d,angkau

masyarakdu dan

b. 1 (satu) Engkap masing-ma$ng disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga

atau s€butan lainnfa untuk mendapat tanggapan rnaslErakat.

Ilt. Daflar Pernilih Dalam Pernilu walikota dan wakil walikota Depok Tahun 2o10

1. pps setelah rnenerima Daffar Pemilih dari KPU Kota Depok melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. menyusun daftar pemilih sernentara dan nrcmbagi pemilih untuk tiap TPS, denganketentuan paling

banyak 600 orang;

b. melaksanakan scialisasi daftar pemilih sernentara kepada pengurus RT/R\ry untuk mendapatkan

tanggapan perbaikan;

c. rnemperbaiki daflar pemilih sernentara berddarkan tarEgapan perbaikan pengurus RT/RW; dan

d. rnenetapkan, nrengesahkan, dan rnengumumkan daftar pemilih sernentara untukmendapat
tanggapan rnasyarakat

2. PPS dalam menyusun Daflar Pemilih Sernentara dibantu oleh PPDP;

3. PPDP terdari atas perangkat kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tebngga (RT) dan warga

rnasyarakat yang diangkat dan diberhentikan dengan lGputusan PPS yang bersangkutan;

4. PPDP terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS;

5. Kegiatan penwsunan Dafiar Pemilih Sernentard dilakukan sebelum diumumkan kepada m6yarakau

6. Dp4 dapat disandingkan dengan daflar pemilih pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di
Kob Depolt dan dbunakan sebagai daflar pemilih untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok

Tahun 2010;

7. Daflar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk
digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sernenbra;

8. Pemutakfiiran data pemilih dilakukan karena:

a. telah rnemenuhi qrarat usia pemilih, )raitu sampai dengan hari dan bnggal pemungutan suara
Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
lebih;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetafi sudah/pernah kawin;

c. perubahan status anggota Tentara N6ional Indonesia dan Ke@isian Negara Repuuik Indonesia

menjadi stahJs sidl atau puma tugas;

d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu

Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 berdasarkan data kependudukan yang

disampaikan pernerintah daerah atau Pemilu terakhir;



e. telah rneninggal dunia;

f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di kdurahan tersebuU

g. pemilih fang terdaftar ganda pada dombili yang berbeda;

h. perubahan status dari sipil rnenjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara

Republik Indonesh;

i. perbaikan penulban identitas pemilih; atau

j.pemilih}angsudahterdaftartetapisudahtidakrnernenuhisyaratsebagaipemilih.

9. perubahan status anggota TNI dan POLRI rneniadi status sipiupumabakti atau sebaliknya, )@ng- 
aiUrftifan dengan su-rJt keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak

rnengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.

V. Daftar pemilih Sernenbra lran Daf,ar Pernilih Tambahan Dalanr Pernilu Walik& dan Wakil
watikota lEpok Tahun 2010

1. Daflar pemilih sementara diumumkan oleh P6pada tempat-tempat yang mudah dijangkau

nusya.a'kat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga untuk mendapat

tanggapan masyarakau

2. Daftar Pemilih Sernentara diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh s€h.l) hari;

3. Dalam jangka sebagoinnna dimaksud dalam butir (1), pemilih atau anggota keluarga dapat

rnengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identibs lainn),a;

4. Selain usul perbaikan sebagainnna, pemilih atau anggpta kduarga dapat rnemberikan infonnasi yang

meliputi:

a. Pemilih yang terdafur sudah rneninggal dunia;

b. Pemilih sudah tidak berdombili di kelurahan tersebut;

c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;

d. pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepdisian i,l€gara RepuHik

Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status nEniadi Tentac Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Repuuik Indonesia;

e. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur u (tujuh belas) bhun; atau

f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak nemenuhi syarat s€bagai pemilih.

5. Apabila usul perbaikan dan infonnasi benar dan diterirna, PPS segera mengadakan perbaikan daflar
pemilih sementara dengan rnenggunakan formulir Model A.3.1 - lOt/K;

6. pemilih tambahan secara aktif rndaporkan kepada PPS di kelurahan melalui pengurus Rukun

TetanggE/Rukun Warga;

7. pencatatan dab pemilih tambahan dihksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak
pengumurnan daftar pemilih sernentara;

8. Pemilih tambahan yang sudah didaftar diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;

9. Tanda bukti terdaftar sebagairnana tersebut, ditukarlGn dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih

tetap disahkan oleh PPS;

10.PPS dengan dibantu oleh PPDP rnencatat dab/narna pemilih bmbahan kedalam Daftar Pemilih

tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Modd A 2-lQ\lK;

11.Daftar pemilih tambahan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas
pemutakhiran data pemilih s€rta disahkan oleh PPS dengan dibubuhi cap;

l2.Daftar pemilih tambahan, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyardkat
dengan bantuan pefugas kelurahan, pengurus Rukun Tetangga abu Rukun Warga untuk mendapat
tanggapan rnas'yarabt;

l3.Jangka waktu pengumuman daftar pemilih perbaikan dilaksanakan sdann 3 (tiga) hari terhitung sejak
berakhimya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan;

l4.Dalam jangka waktu 3 (Uga) hari, pemilih tambahan dapat rnengajukan usul atas perbaikan penulisan

nama dan identitas lainnya;



ls.Apabila usul dapat diterirna, PPS s€gera mengadakan perbaikan Daflar Pemilih Sementara dengan

menggunakan formulir Model A.3.1-KWK;

16.Daftar Pemilih sernentara (t todel A l-l(wK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Modd A z-KWK),

digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk rnenyusun daftar pemilih tebp'

vL Daftar Pernilih Tetap lralam Pernilu walikota dan wakil walikota Depok Tahun 2o1o

1. Daftar pemilih Sen€ntara (Modd A 1-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Modd A 2-KWK) disusun

dan disahkan oleh ppS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan nnnggunakan formulir Model A 3-lQt/li;

2. Daftar pemitih tetap (Model A-3 KWK) diumumkandi PPS/kelurahan/RT/RW atau tempat lain vang

startegis. mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakau

3. langka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetapdilaksanakan selarna 3 (tiga) hari terhitung sejak

berdkhimya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap;

4. Daflar pemilih tetap disahkan paling lambat 45 (empat puluh lirna) hari sebdum hari dan brggal
pemungutan suara;

5. Daftar pemilih tetap disampaikan oleh PPS kepada KPU Kota Depok melalui PPK untuk dicetak sesuai

kebutuhan;

6. Untuk keperluan pemungutan suam di TPS, PPS rnenyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;

7. PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lirna) rangkap, dengan ketentuan:

a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;

b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota Depok sebagai bahan pembuatan kartu pemilih;

c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPUD untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang

rnengurusi tugas bidang kependudukan pencatatan sipil setempat sebagaibahan pemutakhiran

data Penduduk;

d. 2 (dua) rangkap untuk PPS rnasing-rnasing:

1) I (satu) rangkap untuk data PPS;

2) 1 (satu) rangkap sebagpi bahan penyusunan salinan dafur pemilih tehp untuk UapTPS di
dalam wilayah kerja PPS;

WI. Rekapitulasa Jumlah Pernilih Terdaftar Dalam Pernilu Walikota dan Wakil Walikota lrepok
Tahun 2010

1. Daftar Pemilih Tetap dari PPSfang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan

rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilafah kerjanfa;

2. PPK rnembuat rekapituhsi jumlah pemilih terdaftar untuk PPS di wilayah kerjan)/a dalam Gngkap 2
(dua) dengan rnenggunakan formulir Model A5-KWK;

3. PPK menyampaikan kepada KPU Kota Depok masing-masing:

a. I (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan dalam wilayah kerja PPK; dan

b. f (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterirna dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

4. Berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daflar Pemilih TeEp yang diterirnadari PPS

melalui PPK, KPUKota Depok rrEnyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih yang

terdaftardalam rapat deno terbuka KPU Kota Depok }rang dihadiri oleh Panwaslu, dan tim kampanye
pasangan calon;

5. KPU Kota Depok menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaffar kepada:

a. Pernerinbh Daerah sebanyak r (satu) rangkap;

b. KPU Provirsi sebanfak f (satu) rangkap;

c. KPU sebanyak I (satu) rangkap dalam bentuk data elektIonik (sofrcopy).

d. Dalam hal Pemilu Walikota dan Wakil walikota Depok Tahun 2010, KPUKota Depok menyusun dan
menebpkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar danTPS Grinci tiap kecarnatan dan kelurahan di
wilayahKota Depok dengan menggunakan formulir Model A&KWK;

6. Dalam hal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2o1o,penetapan rekapitulasi Daftar
Pemilih Tetap,dllakukan oleh KPU Kota Depok melalui Iapat pleno terbuka yang dihadiri olehPanwaslu
Kota Depolq tim kaqpanye pasangan calon, dan KPU Kota Depok;



7. Dalam rapat pleno terbuka, umkampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau

masukan/loreksi datasepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan;

g. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan sulilt suarii,- io*if ir-fonri.',lir, dan ala@rlengkapan Femilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 serta

pendistribusiannya;

vIIt. Kartr Pemilih Datam P€rnilu walikota dan wakil walikffi Depok Tahun 2010

l. SeElah daftar pemilih Etap diumumkan, KPU Kota Depok melakukan pengbiankartu pemilih untuk

setiap pemilih yang narnanya tercantum dalam daftar pemilih tetap;

2. Kartu pemilih berisi nonDr pemilih, nama lengkappemilih. tempavtanggal lahir, jenis kelamin, dan

alarnat Pemilih;

3. Kartu pemilih diisi oleh KPUKob Depok berdasarkan data pemilih dalam Daflar Pemilih Tetap;

4. pengadaan kartu pemilih dilakanakan oleh KPU Kcta Depok untuk Pemilu Walikota dan Wakil

Walikota Depok iahun 2010 berdasarkan format dan spesmkasiteknis yang ditetapkan dalam
peraturan pemerintah Nornor 6 Tahun 2005 sebagairnanadiubah terakhir dengan Peraturan

Pernerinbh Nornor 49 Tahun 2008;

5. PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW rnendatangi Gmpat kediaman pemilih, untuk

menyerahkan lGrtu Pemilih;

5. Kartu Pemilih, digunakan pemilih dalamrnemberikan suara pada hari dan tanggal pemungubn suara;

7. penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesaiselambat-

lambatnya 3 (Uga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

IX. Pemcrihanan Daftar Penrilih Tetap Dalam Pernilu Walikota dan Wakil Walikffi Depok
Tahun 2O1O

1. Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPS tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang

meninggal dunia, PPS membubuhkan catatandalam daftar pemiklih tetap pada kolom keterangan

'rneninggal dunia";

2. Untuk keperluan perndiharaan, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPsdalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari s€belum haripemungubn suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali

terdapat pemilih yang rneninggal dunh;

3. Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia,PPs membubuhkan catatan dalam daftar pemilih

Gtap pada kolom keterangan "rneninggal dunia";

4. Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS rnenyampaikarEalinan
Daflar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, derpan ketentuan:

a. untuk pelalGanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu)rangkap;

b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
Depok Tahun 2010 rnasing-rnasing s€banyak 1 (satu) nnglop; dan

c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Walikota dan Wakil Walilota Depok
Tahun 2010 Kota Depok sebanyak 1 (satu) rangkap.

5. Penyampaian Daftar Pemilih Tebp untuk tiap TPS selambat-lambatnya 5 (lirna) hari sebelum hari dan
tanggal pemungutan suara sudahditerima oleh KPPS.

X. Ketenuran lain
1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnfa yang sedang rnenjalanihukurnan

penjara, pemilih yang tidak rnempunyai tempat tinggEl tetap, yaqq tinggal di perahuabu pekerja
lepas pantai, dan tempat tempat lain rnemberikan suara di TPs kfiusus;

2. Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dae6h putaran kedua, tidakdilakukan
pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

3. Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan/atauperbaikan
dilakanakan oleh KPU l6ta Depok;



4. Biaya pengBdaan formulir pendaflaran pemilih dan Hanko kartu pemilih dibebankan kepada anggaran

APBD Kota DePok;

5. Formulir daftar pemilih tambahan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (ModdA2{cflK)- 
tiOa[ Aigunat<an dan digang dengan formulir daflar pemilih perbaikan Pemiluwalikota dan Wakil

Walikota Depok Tahun 2010 (Modd A2-I(WK-KPU)'

Salinan sesrrai dengan aslinya
SEMETARIAT XPU TOTA DEP(X

Kepala Sub Bagian Hukum,

AHHApgrll{G.SH.. liH.
NrP 19641128 198603 I m2

Dtetapkan di : DePok
Pada tanggal : 02tvlei 2010

KOMISI PEIiIILIHAN UMU}I
KOTA DEPOK

Ketua,

MUHAMMAD HASAN

TH

\.,


